BAB IV
ANALISIS KONSEP PENENTUAN AHLI WARIS

PENGGANTI DI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Konsep Ahli Waris Pengganti di dalam Kompilasi
Hukum Islam
Diberikannya hak waris bagi seorang ahli waris yang
telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih
hidup, sebagaimana tertuang di dalam Kompilasi Hukum
Islam Pasal 185 KHI, yang berbunyi sebagai berikut:*
Ayat (1) :
Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris,

maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali
mereka yang tersebut dalam Pasal 173.2

Ayat (2):

Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari
bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

! Suparman Usman, Hukum Islam, Asas-asas Pengantar Studi
Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Gaya Media
Pratama, 2002), h. 258.

? pasal 173 berbunyi: seorang terhalang menjadi ahli waris
apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau
mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. (b)
dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa
pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5
tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
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Untuk mengetahui secara pasti Pasal 185 Kompilasi
Hukum Islam tersebut, maka penulis perlu mengkaji dengan
berbagai sudut pandang sebagai berikut:

1. Kajian Landasan Hukum

a. Landasan Filosofis

Berdasarkan Amanat Pembukaan Undang
Undang Dasar Tahun 1945 Pada Alenia Ke-4, bahwa
: "..untuk membentuk suatu pemerintah negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan  kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial... “* Dari alenia tersebut, penulis secara
pribadi menilai bahwa pada kalimat tersebut tersirat
pesan moral untuk menciptakan kesejahteraan
bangsa dan keadialan sosial bagi bangsa Indonesia.

Maka perlu terciptanya kesejahteraan keluarga

3 Lihat UUD 1945 Alenia Ke-4
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masyarakat Indonesa terlebih dahulu termasuk
kesejahteraan ahli waris atau yang bukan ahli waris
(yang hubungannya sangat dekat dengan pewaris)
setelah sepeninggal pewaris meninggal. Karena
Indonesia adalah negara hukum yang beragama
sebagaimana disebutkan pada sila pertama Pancasila
yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka semua
pengaturan hukum atau undang undang yang dibuat
harus sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan. Bagi
mayoritas muslim  di  Indonesia  pastinya
menginginkan undang undang atau aturan hukum
yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang tunduk
kepada Allah SWT sebagaimana hasil penafsiran
kata Tuhan pada Pembukaan Undang Undang Dasar
1945 Alenia Ke-3 yaitu Allah SWT.

b. Landasan Sosiologis

Pertimbangan hukum lahirnya pasal ini
dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,
sebagaimana mayoritas muslim yang menginginkan

pengaturan hukum kewarisan Islam di Indonesia,



namun secara empiris bahwa sebelum lahirnya pasal
ini, karena terlalu banyak kitab figih yang digunakan
dengan berbagai macam pandangan maka para
hakim di Pengadilan Agama berbeda-beda dalam
memutuskan hukum pada kasus yang sama’ di
berbagai daerah di Indonesia terkhusus pada kasus
kewarisan cucu yang orang tuanya meninggal
terlebih dahulu dari si pewaris. Kemudian lahirnya
Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ini sebagai
pemersatu pandangan hukum untuk mengatur
kewarisan cucu yang seharusnya tidak mendapat hak
waris karena terhalang, yang kemudian akhirnya
dengan pasal ini bisa diberikan hak waris demi
kesejahteraan cucu sepeninggal pewaris.
c. Landasan Yuridis

Sebelum lahirnya pasal ini, kewarisan cucu

yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari

sipewaris, banyak menimbulkan persoalan hukum

* Muhammad Ulil Abshor, Modernisasi Hukum Keluarga Islam
di Indonesia Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam KHI dan Legal
Draf-KHI Tentang Waris, (Depok : Rajagrafindo Persada, 2020) h.121.
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terkait penyelesaian hukum yang berbeda-beda di
Pengadilan Agama seluruh daerah di Indonesia,
disebabkan karena tidak adanya kesatuan hukum
yang mempersamakan, meskipun beberapa kitab
figih yang digunakan sama oleh para hakim, tetap
saja hasil putusan tidak sama sebab pandangan para
hakim sendiri berbeda-beda dalam menyimpulkan
hukum. Dengan demikian dianggap perlu untuk
membuat aturan yang satu untuk menyamakan
putusan di seluruh Pengadilan Agama di seluruh
Indonesia.
2. Kajian Normatif

Pada umumnya, ahli waris pengganti
diartikan sebagai orang yang tampil sebagai ahli
waris karena menggantikan kedudukan orang tuanya
yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris,
tanpa membedakan apakah orang yang meninggal
itu laki-laki atau perempuan. Penggantian tempat
dalam hukum waris disebut dengan penggantian ahli

waris, yaitu meninggal dunianya seseorang dengan



89

meninggalkan cucu yang orangtuanya telah
meninggal terlebih dahulu. Cucu ini menggantikan
posisi orangtuanya yang telah meninggal untuk
mendapatkan warisan dari kakek atau neneknya.
Namun pasal tersebut juga memberi batasan bahwa
harta yang didapat oleh sang cucu bukanlah
keseluruhan dari harta yang seharusnya didapat sang
ayahnya, melainkan hanya 1/3 bagiannya saja. Hal
ini dapat dipahami dari Pasal 185 ayat (2) dengan
mengungkapkan “tidak boleh melebihi“. Yang
secara tidak langsung telah memberi batasan bagian

yang diterima.”

a. Sifat Penggantian Ahli Waris.

Di dalam rumusan Pasal 185 Ayat (1) yang
menggunakan kalimat “dapat digantikan” menjadi
pemicu munculnya ketidakpastian tampilnya ahli
waris  pengganti. Kata “dapat” mengandung
pengertian yang bersifat fakultatif atau tentatif

sehingga bisa ditafsirkan ada ahli waris yang

> Lihat Pasal 185 KHI Ayat 2
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mungkin dapat digantikan dan ada yang mungkin
tidak dapat digantikan.®
Pemahaman sifat yang tentatif pada aturan
hukum tentu memiliki sisi positif dan negatif karena
dapat merujuk pada sifat hukum yang universal yang
menyebabkan sebuah aturan hukum tersebut menjadi
rancu dan menimbulkan Kketidakpastian hukum.
Dalam membuat suatu aturan harus selalu diupayakan
dapat diberlakukan secara konstan dalam kondisi dan
situasi apapun untuk mewujudkan kepastian hukum.
Dari sifat tentatifnya, Pasal 185 KHI ini
merupakan pengaturan yang tepat jika dilihat dari
kenyataannya dalam beberapa kasus, tujuan
dimasukkannya penggatian ahli waris dalam KHI ini
karena adanya rasa kasihan terhadap cucu pewaris.
Artinya, penerapan ketentuan penggantian ahli waris
ini bersifat kasuistis, sehingga fungsi hakim sangat

menentukan dalam menetapkan dapat digantikan atau

® Saija dan Igbal Taufik, Dinamika Hukum Islam di Indonesia,
(Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 364.
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tidak dapat digantikannya ahli waris. sehingga
penggantian waris ini semata-mata dipandang sebagai
solusi atas rasa belas kasihan kepada cucu yang
ditinggal mati orang tuanya lebih dahulu dari pewaris,
bukan didasarkan atas statusnya sebagai anggota
kerabat.

Namun tidak tepat pula jika pemberian hak
kewarisan ahli waris pengganti didasarkan atas rasa
belas kasihan karena faktor ekonomi. Jika pemberian
hak mewaris itu didasarkan oleh faktor ekonomi tentu
Al-Qur’an membatasi pemberian hak kewarisan
hanya kepada ahli waris yang ekonominya lemah,
sedangkan ahli waris yang ekonominya kuat tidak
perlu diberikan hak, namun kenyataannya al-qur’an
menetapkan tidak demikian, melainkan juga termasuk
kepada ahli waris yang kaya. Ini membuktikan bahwa
Al-Qur’an dalam menetapkan pemberian hak
kewarisan kepada seseorang bukan digantungkan
kepada kondisi ekonomi, melainkan didasarkan

kepada kedudukannya sebagai anggota kerabat.
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Untuk mengatasi masalah tentang kedudukan
ahli waris pengganti yang universal bisa dilakukan
dengan cara memberlakukan penggantian ahli waris
secara imperatif yakni setiap ahli waris yang
meninggal lebih dahulu daripada pewaris harus
digantikan oleh anak-anaknya. Mereka tidak diberi
peluang untuk memilih kedudukan mana yang
menguntungkan, sebab jika diberikan peluang untuk
itu, maka pasti akan ada ahli waris lain yang
dirugikan.

Adapun cara yang ditempuh untuk merubah
sifat tentatifnya Pasal 185 ayat (1) adalah dengan
menghilangkan kata “dapat schingga berbunyi:
“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si
pewaris kedudukannya digantikan oleh anaknya,
kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”.
Dengan merubah bunyi pasal tersebut, maka tidak ada
lagi opsi untuk memilih bagian yang menguntungkan

dan tidak ada lagi penentuan ahli waris pengganti
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digantungkan kepada pertimbangan hakim. Namun
dengan cara seperti ini dapat membawa lebih jauh

dari hukum Islam yang sebenarnya.
b. Jangkauan Garis Hukum Penggantian

Ahli Waris.

Telah dimaklumi bahwa sistem kewarisan
KHI berbentuk bilateral, maka  sebagai
konsekuensinya tidak ada pembedaan kedudukan
antara laki-laki dan perempuan sampai garis hukum
manapun. jika KHI konsisten menghapuskan
diskriminasi tersebut, maka jangkauan penggantian
ahli waris ini meliputi seluruh garis hukum baik garis
ke bawah maupun menyamping. Jika KHI
memandang adanya ketidakadilan yang dirasakan
oleh cucu dari anak perempuan yang menurut Jumhur
tidak mendapat bagian karena berstatus zawil arham,
atau oleh cucu perempuan dari anak laki-laki karena
terhijab oleh anak laki-laki, tentunya KHI juga harus

memandang adanya ketidakadilan terhadap sepupu
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(anak perempuan paman) yang tidak dapat menerima
bagian akibat adanya anak laki-laki paman. Mereka
merupakan orang-orang Yyang Ssama-sama tidak
bernasib baik dilahirkan sebagai perempuan.
Jangkauan keberlakuan penggantian ahli
waris ini telah terakomodir dalam bunyi Pasal 185
ayat (1) yang menyatakan: “Ahli waris yang
meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”.
Polemik tentang hal ini tidak perlu terjadi karena
secara harfiah sudah memberikan makna bahwa
jangkauan penggantian ahli waris itu meliputi seluruh
garis hukum baik ke bawah maupun menyamping.
Pemahaman demikian, dapat dilihat dari kata “ahli
waris” dan kata “anaknya” pada bunyi pasal tersebut.
Dari segi bahasa, kata ahli waris merupakan
lafal “nakirah® yang mencakup seluruh ahli waris
tidak terbatas kepada ahli waris tertentu. Dengan

demikian, maka kata “anaknya” memberi pengerian
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anak dari semua ahli waris baik dari garis ke bawah
maupun menyamping.

Apabila dalam suatu ketentuan hukum tidak
ditemukan adanya pembatasan atas keumumannya,
maka keumuman itu yang diberlakukan. Dengan
berpedoman kepada keumuman lafal tersebut, maka
cucu, maupun sepupu meskipun sampai jauh mereka
dapat menjadi ahli waris pengganti.

Kesimpulan ini  didukung oleh tidak
dikenalnya zawil arham dalam KHI. Dengan tidak
dikenalnya zawil arham memberi petunjuk bahwa
semua kerabat pewaris dapat tampil sebagai ahli
waris melalui penggantian ahli waris sepanjang tidak
terhijab oleh ahli waris yang lebih utama. Oleh karena
itu anak-anak saudara laki-laki maupun anak-anak
saudara perempuan baik laki-laki atau perempuan
serta anak-anak paman baik laki-laki maupun

perempuan dapat menjadi ahli waris pengganti.
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c. Kedudukan Ahli waris Pengganti

Secara penafsiran gramatikal, kedudukan
ahli waris pengganti dapat ditemukan pada Pasal 185
ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:
“Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi
bagian ahli waris yang sederajat dengan yang
diganti”. yang dimaksud “sederajat” adalah jihat
kekerabatannya sama dan dihubungkan oleh orang
yang sama tanpa membedakan laki-laki dan
perempuan, misalnya anak sederajat dengan anak,
saudara sederajat dengan saudara dan sebagainya.
Dengan penafsiran seperti ini maka bagian ahli waris
pengganti tidak boleh melebihi dari bagian anggota
kerabat yang sederajat jihatnya, seperti cucu laki-laki
dari anak laki yang menggantikan kedudukan
ayahnya tidak boleh melebihi bagian bibinya (anak
perempuan pewaris) karena kedudukan bibi sederajat
dengan ayahnya.

Apabila mendasarkan kepada kaidah umum

bahwa setiap penggantian mempunyai konsekuensi
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menggantikan segala sesuatu yang ada pada orang
yang digantikan baik kedudukan, hak maupun
kewajibannya, maka penafsiran seperti ini dipandang
lebih logis.

Konsep ahli waris pengganti di dalam
Kompilasi Hukum Islam dapat di rumuskan sebagai
berikut:

1) Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang
termasuk ahli waris pengganti adalah
semua keturunan, ahli waris yang
meninggal lebih dahulu dari pewaris.
Maksudnya; ahli waris pengganti berlaku
tidak hanya untuk keturunan ke bawah saja,
akan tetapi ahli waris keturunan ke
samping (saudara).

2) Menurut Kompilasi Hukum Islam jumlah
bagian yang diterima waris pengganti tidak
bolen melebihi (maksimal sama) dari
bagian yang seharusnya yang diganti. Hal

tersebut sejalan dengan  pendapatnya
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Hazairin bahwasanya dalam persoalan
keutamaan yang telah dirumuskan dalam
al-Qur’an disebutkan bahwa kedudukan
ayah dan anak beserta keturunannya harus
lebih di utamakan.

3) Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam
kedudukan cucu baik keturunan laki-laki
maupun keturunan perempuan sama-sama
berhak menggantikan kedudukan ayahnya.
Jadi, dari rumusan ini dapat di ketahui
sistem kewarisan yang digunakan dalam
KHI sudah mengalami pergeseran dari
sistem kewarisan Sunni.

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan Agama tentang azas ahli
waris langsung dan azas ahli waris Pengganti
dengan tegas menjelaskan bahwa:’ Ahli waris

Pengganti (plaatvervulling) adalah ahli waris yang

" Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama, (Jakarta:Direktorat Jendral Badan
Peradilan Agama, 2013), h.171.
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diatur berdasarkan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris

pengganti/keturunan dari ahli waris langsung (eigen

hoofed) yang disebutkan pada pasal 174 KHI. Di

antara ahli waris pengganti yang disebutkan dalam

Buku Il adalah :

1.

Keturunan dari anak mewarisi bagian yang
digantikannya.

Keturunan dari saudara laki-laki/perempuan
(sekandung, seayah dan seibu) mewarisi bagian
yang digantikannya.

Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi
bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama.
Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi
bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama.
Paman dan bibi dari pihak ayah beserta
keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila
tidak ada kakek dan nenek pihak ayah.

Paman dan bibi dari pihak ibu beserta
keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila

tidak ada kakek dan nenek pihak ibu. Selain
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yang tersebut di atas tidak termasuk ahli waris
pengganti.

Sebagai ulama terkemuka di Mesir yang
menggunakan pengaturan penggantian ahli waris ini
dengan konsep wasiat wajibah, Sayyid Sabiq
mengeluarkan ijtihadnya bahwa : “jika seseorang
wafat meninggalkan cucu atau keturunan dari
anaknya pada saat wafat anaknya keturunan cucu
itu masih hidup dan wafatnya si anak bersamaan,
walau hanya dinyatakan secara vyuridis, belum
memberi wasiat bagi keturunan, sebesar bagian
yang diperoleh si anak sebagai warisan dari harta
peninggalan sekiranya sang anak tersebut pada saat
meninggalnya kakek atau nenek maka wajib bagi
keturunan tersebut mendapat wasiat wajibah dari
harta peninggalan sebesar bagian sang anak itu
dalam batas maksimum sepertiga bagian”.

Dengan demikian penulis memberikan
anggapan bahwa sah sah saja apapun sebutannya,

baik itu ahli waris pengganti atau konsep wasiat
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wajibah, selama tidak bertentangan dengan hukum
Islam yang sudah ada, terutama nash syariat (Al-
Qur’an dan Sunnah) dan pengaturan hukum tersebut
tidak memberikan kemudharatan kepada ahli waris
yang asli. Sebagaimana imam madzhab Hanafi,
Maliki, Syafii dan Hambali sepakat mengharamkan
wasiat wajibah jika mendatangkan kemudharatan
kepada ahli waris.?
3. Sisi Optik Maslahat Al-Mursalah

Maslahat al-mursalah merupakan jalan
yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan
kaidah-kaidah hukum terhadap peristiwa baru yang
tidak ada nashnya. Maslahat al-mursalah juga
menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus
ada dalam perjalanan hidup umat manusia, agar
sesuai dengan  magashid syariah ammah
(pemeliharan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan

dan harta), dan satu perbuatan yang pada intinya

® Al Sayyid Sabig, figh Al Sunnah, (Beirut, Lebanon : Daral Figri

1392 h) juz 11, h. 1024, Penterjemah: Drs. Mudzakir as, figh sunnah 14
(Bandung : PT Alk Ma'arif, 1987) Cetakan | , h. 316-317.
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untuk memelihara kelima aspek tujuan syara
tersebut, maka dinamakan maslahah.

Lahirnya Pasal 185 Kompilasi Hukum
Islam, sangat erat kaitannya dengan maslahat al-
mursalah demi terwujudnya tujuan magasid syariah
sebagaimana Imam As Syatibi menggolongkannya
ke dalam Klasifikasi daruriyah (pokok keharusan)
yaitu memelihara agama (hifz al dien), memelihara
diri manusia (hifz al nafsi), memelihara akal (hifz al
aqgli,) memelihara keturunan (hifz al nasli) dan
memelihara harta (hifz al maal). Dimana setiap yang
terkandung di dalamnya mengandung upaya

kemaslahatan dan menolak kemudharatan.®

B. Dasar hukum dimasukkannya ketentuan ahli waris
pengganti ke dalam Kompilasi Hukum Islam
Dengan mengacu sila pertama Pancasila sebagai

ideologi negara yang menegaskan bahwa Indonesia adalah

° Sukris Sarmadi, Dekontruksi Hukum Progresif Ahli Waris
Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Aswaja
Pressindo, 2012), h. 94
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negara berketuhanan yang maha esa, yang kemudian
ditafsirkan pada Pembukaan Undang Undang Dasar 1945
bahwa: "Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan
dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya
berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya...”
maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud Tuhan dalam
sila pertama Pancasila tersebut jelas adalah Allah SWT.*°
Dengan demikian, maka pengaturan dalam
rumusan Pasal 185 KHI harus mengacu pada prinsip-
prinsip azas ketuhanan yaitu Allah Swt. Hal ini sejalan
dengan teori kedaulatan tuhan yang dikembangkan oleh
Abul A’la Al Maududi (1903-1983)*!, menurut Maududi,
Tuhan merupakan sang maha tunggal yang paling otoritatif
dalam prinsip hukum, dengan demikian seluruh konsepsi-
konsepsi tentang hukum atau apapun bentuknya dengan

nama hukum apapun bila bertentangan dengan ajaran-

19 Jihat alinea pertama pembukaan UUD 1945 dan sila kesatu
Pancasila

1 Habiburrahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di
Indonesia, (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2011), Cetakan I, h.155.
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ajaran Tuhan sebagai sumber hukum, hendaknya ditolak
oleh karena itu segala macam teori dan ajaran yang tidak
mengambil dari sumber ajaran-ajaran Tuhan berarti ia telah
menolak kedaulatan Tuhan.

Kaitanya dengan kedudukan ahli waris pengganti
yang dinyatakan oleh Hazairin sebagai hasil ijtihadnya dan
diakui ke mujtahidan nya oleh pengikut-pengikutnya,
pendapatnya tersebut telah dikukuhkan dalam pasal 185
KHI serta diikuti oleh hakim-hakim di Pengadilan Agama
seluruh Indonesia. Jika diukur dengan teori Kedaulatan
Tuhan ketentuan ahli waris pengganti cenderung
meninggalkan ketentuan waris seperti diatur tegas dalam
Al-Quran dan Al-Hadits.

Ulama figih berbeda pemahaman dalam hal Wala’
Al-Muwalah yaitu waris-mewarisi dengan akad muwalah
(perwalian), perjanjian sumpah setia antara dua orang
pertemanan saling berikrar dan bersumpah, keduanya

disebut mawali, kedua belah pihak terikat dengan akad dan
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sumpahnya saling mewarisi, yang merupakan suatu tradisi
masyarakat Jahiliyah.
Lafadz mawali dapat ditemukan pada Firman
Allah surat An-Nisa Ayat 33 sebagai berikut:
iy oty o 5 & i das 18
sich I8 8 DA &) s 2h 50 (S0 Bk

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta
yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami
jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang
yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka
berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya
Allah menyaksikan segala sesuatu™.*?

1. Tafsir Surat Annisa Ayat 33

Dengan suatu pendekatan gramatikal yang berbeda
dengan fugaha dan mufassir awal, Prof. Hazairin

menafsirkan ayat tersebut menjadi:

-

55895 o 35 & Jip des 1K
e (A5 T Pg“‘-w‘ Sdds u,.mj

2 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Bayan Solusi
Memahami Kandungan Al-quran Secara Tematik, , (Jakarta : CV.
Bayan Qur’an, 2012) h. 84.
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“Dan untuk setiap orvang, aku (Allah) telah
mengadakan mawali (ahli waris pengganti) bagi
harta peninggalan ayah atau ibu dan harta
peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta

peninggalan dalam seperjanjianmu karena itu

berikanlah bagian-bagian warisannya.*®

Menurut penafsiran Prof. Hazairin di atas jelas
bahwa Al-Qur’an telah mengadakan mawali (ahli waris
pengganti) bagi harta peninggalan ayah atau ibu dan harta
peninggalan keluarga dekat. Dari pemaparan di atas, konsep
ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam
tidak lepas dari pendapatnya Prof. Hazairin. Oleh karena
itu, dasar hukum mengenai ahli waris pengganti ini
mengacu pada pendapatnya Prof. Hazairin mengenai
mawali (ahli waris pengganti) sebagaimana tercantum
dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 33 tersebut.

Permasalahan muncul setelah Prof. Hazairin
menterjemahkan atau menafsirkan surah An-Nisa Ayat 33
berbeda dengan para ulama tafsir dan figih. Apabila

perbedaan pendapat tersebut masih dalam batas-batas ilmu

¥ Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an
dan Hadits, (Jakarta: Tinta Mas, 1982), h.27.
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pengetahuan tafsir, seperti tafsir berdasarkan sejarah,
berdasarkan sebab nuzul berdasarkan bahasa atau
epistemologi dan lain-lain, hal tersebut di kalangan Islam
masih dapat diterima dan diyakini sebagai suatu rahmabh.

Secara bahasa lafadz mawali dalam surah An-Nisa
Ayat 33 tersebut adalah lafadz mujmal yang mufradnya
Maula, yang mempunyai arti lebih dari satu:**

a. Mawali dalam ayat ini sudah ada mubayyinnya
yaitu terdiri atas dua kalimat, tidak satu kalimat
sebagaimana pendapat Hazairin tersebut. Ayat ini
harus dibaca "bagi tiap-tiap pewaris kami
jadikan mawali, dari harta peninggalannya” dan
“mereka itu adalah dua ibu bapak dan kerabat-
kerabatnya yang terdekat". Ayat itulah yang
menerangkan maksud arti mawali dan fa'il dari

455 kembali kepada lafadz ¢ yang dalam hal ini

pewaris. jadi yang dimaksud bukanlah lafadz

14 Habiburrahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di
Indonesia,..., h.158.



108

G395 oWl menjadi fa'il dari 83 menurut
Hazairin.

Kalau mengacu kepada tafsir Hazairin, yaitu

o1zl menjadi fa'il dari 355, maka susunan ayat itu
hendaknya menjadi sebagai berikut: Lafadz 533
35 ke Jigs das merupakan suatu kalimat, sedang
lafadz cas menjadi sifat dari mudhof ilaih yang
diketahui dari tanwin iwadl dan lafadz 3 tidak
berhubungan dengan cls yang muta‘allignya

adalah mahdzuf tetapi berhubungan kepada yang
mahdzuf lagi. ltulah mubtada muakhar yang
takdirnya nashibun. maka menjadilah susunan
ayat yang artinya: “bagi tiap-tiap golongan yang
kami jadikan mereka itu ahli waris yang
mendapat bagian dari apa yang ditinggalkan
oleh ibu bapak dan kerabat-kerabat yang

terdekat”. Tafsir susunan ayat ini belum
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menguraikan apa yang dimaksud dengan lafadz

M, kecuali jika kita mengetahui hadits Abu

Hurairah yang artinya “barangsiapa mati
meninggalkan harta maka harta untuk mawali

vaitu ashobah”.

Jadi, wajah tafsir pertama yang terdiri dari dua

kalimat lafadz s itu ditafsirkan oleh ayat itu sendiri,

sedang menurut wajah tafsir kedua yang terdiri dari satu
kalimat, tafsir mawali diketahui dari hadis Abu Hurairah
tersebut. Hazairin menempuh wajah tafsir yang kedua, Tapi

tidak menunjukkan kemana hubungan lafal 3K itu,
nampaknya dihubungkan dengan lafadz cas ini keliru

menurut ilmu bahasa. demikian juga beliau tidak

menunjukkan mubayyin dari Ji% yang mujmal itu sedang

mubayyin yang Kkeluar dari Ijtihad beliau sendiri
bertentangan dengan hadits Abu Hurairah dan tafsir seperti

wajah pertama tersebut.
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Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Abu
Saleh, Qatadah, Zaid ibnu Aslam, As-Saddi, Ad-Dahhak,

dan Muagatil ibnu Hayyan serta lain-lainnya mengatakan

sehubungan dengan firman-Nya: Jiz das 3535 "Bagi tiap-

tiap harta peninggalan, Kami jadikan pewaris-pewaris.”
Yang dimaksud dengan mawali dalam ayat ini ialah
warasah (para ahli waris). Menurut riwayat lain yang dari
Ibnu Abbas, mawali artinya para ‘ashabah (ahli waris laki-
laki). Ibnu Jarir mengatakan, yang dimaksud oleh firman-

Nya: 55791 o1 85 & “dari harta yang ditinggalkan ibu

bapak dan karib kerabat.” Yakni berupa harta peninggalan
kedua orang tua dan kaum kerabat. *°

Atas dasar inilah maka penulis menyimpulkan
bahwa kehadiran seorang cucu tidak boleh disamakan
dengan derajat anak meskipun dengan bagian yang lebih

kecil (1/3). Hukum hijab-menghijab berlaku, jika anak laki-

> Abul Fida’ Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir Al-Quraisy
Al-Bushrowi,  Tafsir Ibnu Katsir, Penterjemah: Arif Rahman
Hakim,Dkk. (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2018), Cetakan V, Jilid
1, h. 388.
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laki yang masih hidup ada laki laki maka cucu dari anak
laki laki terhijab hirman (keseluruhan), jika anak yang
masih hidup semuanya perempuan maka cucu dari anak
laki laki terhijab nugshan (separuh).

Kesimpulan semua teori-teori atau doktrin-doktrin
Hazairin mengenai penggantian ahli waris yang mengambil
dalil dari Surat An-Nisa Ayat 33 tersebut dengan ini

semuanya tertolak.

Solusi Al-Quran menjamin kesejahteraan kaum kerabat
atau keturunan yang tidak mendapat hak waris
Syariat Islam yang mengacu kepada Al-Quran dan

Sunnah adalah hukum Tuhan yang sangat kompleks dan
sempurna  maka barang tentu tidak  mungkin
bertententangan dengan akal logika manusia, apalagi
produk hukumnya mengundang kontroversi dan memicu
pertentangan di kalangan umat Islam.

Sejauh ini pembaharuan Hukum Islam tentang Ahli
Waris Pengganti yang dirumuskan dalam Pasal 185

Kompilasi Hukum Islam, setelah 29 tahun masih menjadi
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perdebatan dan perbedaan pendapat di bahas dalam
berbagai karya ilmiah. Itu membuktikan bahwa dalam
menempuh produk pembaharuan Hukum Islam ini tidak
memperhatikan nilai-nilai yang terkandung sesuai dengan
Syariat Islam.

Menilik sejarah awal pembentukan Kompilasi
Hukum Islam, ketentuan Ahli Waris Pengganti ini
ditujukan untuk mempertimbangkan kehadiran cucu yang
kasihan karena terhijab dan menjadi sebab terhalangnya
mendapatkan harta waris, tetapi tidak selalu keberadaan
anak itu menghijab haknya cucu, tergantung jenis kelamin
anak yang masih hidup, apakah dia laki-laki ataukah dia
perempuan.

a. Kondisi terhijab oleh anak jika anak yang masih
hidup berjenis kelamin laki-laki, maka cucu yang
orang tuanya wafat lebih dahulu dari pewaris maka
akan terhijab.

b. Konsidi tidak terhijab oleh anak jika anak yang

masih hidup berjenis kelamin perempuan, maka
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cucu yang orang tuanya wafat lebih dahulu dari

pewaris tidak terhijab oleh keberadaan anak.

Merumuskan Pasal 185 KHI sebagai solusi rasa
kasihan untuk menjamin keberadaan cucu yang tidak
mendapatkan harta waris. namun sebagaimana diketahui
bahwa hukum kewarisan di dalam Kompilasi Hukum Islam
bersifat bilateral, artinya menyamakan status jenis kelamin
untuk mendapatkan harta waris, dalam kasus cucu yang
ditinggal wafat orang tuanya ini berarti didalam Kompilasi
Hukum Islam tidak dikenal hijab menghijab. Bagian harta
waris yang diterima cucu ini dihitung berdasarkan siapa
orang tuanya yang meninggal, berjenis laki-laki atau
perempuan. Jika orang tuanya yang meninggal adalah laki
laki maka cucu mendapat bagian laki-laki, jika orang
tuanya yang meninggal adalah perempuan maka cucu
mendapat bagian perempuan, hanya saja bagian yang
diterima cucu ini tidak melebihi 1/3 bagian dari harta atau
tidak melebihi bagian waris anak hidup yang ditinggalkan

oleh pewaris. Solusi seperti itu tentulah hasil jiplakan utuh
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dari sistem warisan barat yang kafir, sekuler dan bersifat
jahiliyah, Sangat tidak pantas untuk dipaksakan masuk ke
dalam Hukum Islam.

Adapun solusi yang islami adalah dengan cara
hibah dan wasiat seperti halnya di mesir. Harta hibah
dibagikan sebelum pewaris meninggal dan nilainya terserah
pewaris akan memberikan berapapun. Atau si pewaris
berwasiat untuk cucu kemudian setelah pewaris meninggal
barulah harta waris diberikan dengan nilai tidak boleh
melebihi 1/3 harta. Jika pewaris tidak sempat berwasiat,
maka penguasa wajib memberikan wasiat wajibah atau
memberikan kesempatan kepada para paman itu untuk
memberikan sebagian harta yang mereka dapat dari
warisan, sehingga para paman itu tidak bisa menolak. Hal
ini sejalan dengan firman Allah SWT surat An-Nisa Ayat 8

sebagai berikut:

. ;3:933\3 M‘ﬁ 6&.«5\3 @JA\ \333\ w‘ J...v \:\3
Bysas ¥3b o4 130385 iz



115

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir
kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah
mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada
mereka perkataan yang baik. 16

Para paman berkewajiban untuk memberikan
sebagian harta yang mereka terima dari warisan itu kepada
keponakannya yang terhijab. Para keponakan itu akan
mendapat sebagian harta itu dengan tiga posisi sekaligus,
yaitu sebagai: Kerabat, anak yatim (terutama kalau masih
kecil-kecil) dan orang miskin (terutama kalau memang
miskin)

Jadi, meski tidak mendapatkan harta secara bagi
waris, tetapi dipastikan akan mendapat harta secara wasiat
oleh si mayit atau pemberian langsung oleh para paman.
Dan kedua cara itu didasari juga oleh dalil-dalil syar'i.

Hanya saja tidak ada ketentuan tentang besarannya.

'® Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Bayan Solusi

Memahami Kandungan Al-quran Secara Tematik, , (Jakarta : CV.
Bayan Qur’an, 2012) h. 78



